PERTEMUAN I

POLITIK  PERTANAHAN  SEBELUM  BERLAKUNYA   UNDANG-UNDANG  POKOK  AGRARIA (UUPA)

A. Sebelum Berlakunya UUPA


Lamanya penjajahan Negara Belanda terhadap Indonesia sangat mempengaruhi kondisi di berbagai bidang dalam perikehidupan di Indonesia, salh satu hal yang mengalami banyak pengaruh hukum Belanda adalah hukum dan politik  pertanahan atau hukum agraria di Indonesia.  Ada beberapa hal yang dapat dilihat sebagai ciri politik pertanahan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda yang bertahan sampai Indonesia mampu membuat sebuah ketentuan tersendiri mengenai hukum pertanahan tersebut yaitu sampai sekitar tahun 1960 yang ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang  Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria (UUPA).  Adapun ciri-ciri politik pertanahan tersebut adalah :

1.   Hukum agrarianya bersifat dualistis

Pada masa penjajahan Belanda, di Indonesia terdapat pembagian golongan penduduk sesuai dengan ketentuan Pasal 160 jo Pasal 131 IS yang menyebutkan masyarakat yang berada di Indonesia/Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan penduduk yaitu :

a. Golongan Eropa yang terdiri dari semua orang Belanda, orang Eropa lainnya, Orang jepang, semua orang dari berbagai negara yang tunduk pada  hukum Belanda.

b. Golongan Bumi Putera yang terdiri dari semua orang Indonesia asli dan mereka yang membaurkan diri dalam kehidupan rakyat Indonesia asli.

c. Golongan Timur Asing yang terdiri dari semua orang yang bukan termasuk golongan Eropa dan golongan Timur Asing.

Bagi masing-masing golongan sebagaimana tersebut diatas, berlaku ketentuan-ketentuan agraria/pertanahan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada unifikasi/keseragaman dalam hukum pertanahannya.  Bagi golongan Eropa berlaku hukum pertanahan yang dibuat tersendiri oleh pemerintah Belanda di Indonesia selain berlaku juga ketentuan Buku II KUH Perdata, sedangkan bagi golongan Bumi Putera berlaku ketentuan pertanahan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerahnya, walaupun pada saat-saat tertentu apabila kepentingan menghendakinya maka golongan Bumi Putera harus tunduk pada ketentuan pertanahan yang berlaku bagi golongan Eropa, sementara itu ketentuan pertanahan yang berlaku bagi golongan Timur Asing disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhannya, kadang-kadang mereka harus tunduk pada hukum Eropa tetapi seringkali mereka pun harus mengikuti hukum adat setempat.

2.   Hukum Agraria Barat yang digunakan berjiwa Liberal individualistis

Salah satu sumberhukum agraria/pertanahan pada masa penjajahan Belanda di Indonesia adalah KUH Perdata terutama buku ke-II, yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi  atau asas penyesuaian dengan ketentuan pertanahan yang berlaku di negara Belnda sendiri yaitu dari Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai hasil pengkodifikasian dari Code Civil Perancis setelah Revolusi Perancis tahun 1789.  Ketentuan pertanahan yang diberlakukan bagi golongan Eropa pada saat itu termasuk KUH Perdata berpangkal pada suatu kebebasan individu atau bersifat liberal.  Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ketentuan Pasal 570 KUH Perdata  yang menyatakan bahwa hak eigendom adalah hak yang memberi wewenang penuh untuk menikmati kegunaan suatu benda (tanah) untuk berbuat bebas terhadap benda atau tanah tersebut dengan kekuasaan penuh sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang ditetapkan oleh badan-badan penguasa yang berwenang dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.  Pasal tersebut menggambarkan betapa seorang individu memiliki kebebasan yang mutlak dan penuh atas apa yang dimilikinya dalam hal ini tanah, walaupun ada pembatasan dan alam perkembangannya ternyata kebebasan itu tetap harus memperhatikan hak dan kepentingan orang lain, hal ini dapat kita buktikan dengan adanya Arrest Hoge Raad Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan tafsiran pada definisi  “Perbuatan Melawan Hukum” yang kemudian arrest tersebut dijadikan sebagai standar Arrest.
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